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ABSTRAK P

Transaksi jual beli kendaraan bermotor dalam masyarakat tidak hanya
bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga pada keabsahan dokumen
kendaraan seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK). Dalam praktiknya, penggunaan dokumen palsu dalam
transaksi jual beli mobil dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, merusak
kepastian hukum, serta mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap dokumen
resmi kendaraan bermotor. Permasalahan ini terlihat dalam perkara yang ditangani
Polres Langkat, yaitu dugaan pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam
transaksi jual beli atau gadai mobil Toyota Avanza dengan menggunakan BPKB
dan STNK yang diduga palsu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan
hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam
transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu menurut hukum pidana Indonesia.
Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan unsur-unsur
tindak pidana pemalsuan surat dan pertolongan jahat dalam perkara yang ditangani
Polres Langkat, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana para pihak yang
terlibat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan
menelaah ketentuan hukum pidana, khususnya Pasal 263 KUHP, Pasal 480 KUHP,
dan Pasal 55 KUHP, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk
melihat penerapan aturan hukum tersebut dalam perkara yang ditangani Polres
Langkat. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, serta data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan surat dan
pertolongan jahat dalam transaksi jual beli mobil dengan dokumen palsu dapat
dikenakan Pasal 263 KUHP, Pasal 480 KUHP, dan Pasal 55 KUHP apabila terdapat
penggunaan dokumen palsu, upaya menjual atau menggadaikan kendaraan yang
patut diduga bermasalah, serta keterlibatan beberapa pihak dalam peristiwa pidana.
Dalam perkara Polres Langkat, unsur pemalsuan surat terlihat dari penggunaan
BPKB dan STNK yang diduga palsu, sedangkan unsur pertolongan jahat terlihat
dari upaya menggadaikan atau menjual mobil yang bukan milik pelaku dengan
harga yang tidak wajar.
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AND CRIMINAL COMPLICITY) INVOLVING CAR SALES TRANSACTIONS
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ABSTRACT

Motor vehicle sales transactions within society rely not only on the
agreement between the parties involved but also on the validity of vehicle
documents, such as the Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) and the Vehicle
Registration Certificate (STNK). In practice, the use of fraudulent documents in car
sales transactions can cause financial loss to other parties, undermine legal
certainty, and erode public trust in official motor vehicle documents. This issue is
evident in a case handled by the Langkat District Police involving alleged document
Jforgery and criminal complicity (specifically, the offense of heling or receiving
illicit goods) regarding the sale or pledging of a Toyota Avanza using a BPKB and
STNK suspected to be forged.

The objective of this research was to identify and analyze the legal
regulations governing the criminal offenses of document forgery and criminal
complicity in car sales transactions involving fraudulent documents under
Indonesian criminal law. Furthermore, the research was also to examine the
elements of these offenses within the context of the case handled by the Langkat
District Police and to analyze the criminal liability of the parties involved in the
transaction.

The research employs a normative legal research method combined with a
socio-legal (juridical-empirical) approach. Normative legal research was
conducted by examining criminal law provisions—specifically Article 263
(forgery), Article 480 (receiving illicit goods/complicity), and Article 55
(participation) of the Indonesian Criminal Code (KUHP)—while the socio-legal
approach was used to observe the application of these legal rules in the specific
case handled by the Langkat District Police. Data sources for the research consist
of primary legal materials, secondary legal materials, and field data obtained
through interviews with police investigators.

Research findings indicate that the criminal acts of document forgery and
complicity (specifically malicious assistance) in car sales transactions involving
forged documents may be prosecuted under Articles 263, 480, and 55 of the
Indonesian Criminal Code (KUHP). These charges apply when forged documents
are used, attempts are made to sell or pawn a vehicle of questionable legal status,
and multiple parties are involved in the criminal incident. In the Langkat Police
case, the element of document forgery was evidenced by the use of a suspected
forged Vehicle Ownership Book (BPKB) and Vehicle Registration Certificate
(STNK), while the element of malicious assistance was evidenced by attempts to
pawn o?'sqlﬂ’a car not owned by the perpetrator at an unreasonable price.
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